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I. Pendahuluan

PHK paksa secara disengaja atau yang dikenal dengan Quiet Firing ialah sesuatu yang secara tiba-
tiba tertimpa bagi karyawan maupun pekerja dengan tanpa alasan tertentu yang tidak sesuai aturan kerja dan
aturan pemerintah yang berdampak pada karyawan di suatu perusahaan dan juga menimbulkan terhadap
pengangguran meningkat akibat perbuatan tersebut,[1]Bahwa dalam Problematikanya masih banyak
perusahaan-perusahaan yang masih melakukan tindakan tersebut sehingga maraknya karyawan yang tidak
tahu akan alasan dari perusahaan untuk mengeluarkan atau PHK pekerjanya secara diam-diam dengan tanpa
alasan yang jelas dari atasan yang memberhentikan nya,Sehingga menimbulkan kontroversi antara Karyawan
dan Atasannya atas perlakuannya dengan maraknya kejadian atau kasus ini dapat dijadikan suatu masalah
yang sangat besar bagi pekerja atas hak-haknya yang tidak terpenuhi saat bekerja dalam suatu perusahaan
tertentu[2],

Dalam tindakannya pemerintah harus lebih memperhatikan terhadap perusahaan yang masih
memperlakukan karyawannya terhadap kegiatan Quiet firing dengan beberapa langkah yang akan
dilaksanakannya, Agar karyawan yang terdampak pada kasus tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya dan juga
tidak merugikan dalam satu sisi yang berbeda antara pekerja dan pengusaha.[3]Adapun juga dalam Quiet
Firing ini berdampak pada kesejateraan masyarakat Indonesia yang terikat dalam perusahaan yang melakukan
tindakan tersebut atas hak-haknya tidak sejajar dengan keputusan perusahaan sehingga mengakibatkan
perekonomian Indonesia yang tidak sehat dan banyaknya pengangguran sehingga sangat besar dampak yang
berakibat imbasnya [4]

Bahwa dalam tindakannya PHK dalam 10 tahun terakhir dari 2011 ke 2012 turun drastis dari
berbagai kasus yang ada dari 3,875 Kasus ke 1.916 kasus pada Gambar 1 melibatkan tenaga kerja 17.106 ke
7.465 tenaga kerja, sehingga pada saat itu hubungan industrial antara Pengusaha dan karyawan masih bisa di
katakan kondusif dan baik meskipun harus ada perselisihan kedua diantaranya menurut Menakertrans, bahwa
dalam[5] UU No. 13 Tahun 2003 pasal 151 ayat 3 dan pasal 154 dan 158 ayat 1 Sebagaimana yang
telah diatur apabila status Pekerja tanpa adanya sebab pensiun, meninggal, ataupun melakukan
kesalahan yang berat maka konsep tersebut apabila pengusaha mem-PHK secara paksa tanpa ada
alasan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut maka bertentangan Hukum dari pihak perusahaan,
sehingga dalam kasusnya pemerintah harus berperan lebih aktif terhadap adanya kasus tersebut.[6]
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Terkait dengan hal tersebut, UU No. 13 Tahun 2003 pasal 151 ayat 3 menyebutkan bahwa
pekerja/buruh harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri,
tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pemberi kerja, mengakhiri hubungan kerja sesuai dengan
perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali. Oleh karena itu, selama proses pemutusan
hubungan kerja, pekerja harus mendapatkan semua haknya tanpa adanya paksaan atas pemutusan
hubungan kerja yang telah diatur dalam undang-undang. [7]

Penelitian ini membahas bahwa PHK saat itu bisa dikatakan masih baik dan kondusif dari
tahun 2011 ke 2012, akan tetapi yang terdapat pada factor PHK nya pada pekerja harus perlu adanya
langkah pemerintah yang disebabkan apa saja menjadikan seorang pekerja mendapatkan pemutusan
hubungan kerja pada perusahaannya,[8] sehingga dalam kondisi tersebut dapat sesuai dalam
peratutan ketenagakerjaan tanpa ada tumpeng tindih dari pengusaha terhadap pemerintah, sehingga
dalam problematikanya pekerja yang tanpa alasan jelas putus hubungan kerjanya tanpa adanya
pesangon dari perusahaanya, dan tidak meyalahi aturan dalam bekerjanya[9]

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih
mendalam tentang PHK paksa/quiet firing serta dampaknya terhadap pekerja dan langkah-langkah
yang dapat diambil oleh pemerintah. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian
selanjutnya serta menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi

hak-hak buruh pekerja.[10]

Bahwasannya pembeda pada penelitian terdahulu membuat jurnal tentang PHK yang masih
berhubungan dengan adanya kegiatan Quiet Firing akan tetapi masih belum banyak untuk membuat jurnal
dengan judul ini dikarenakan sehingga dengan adanya judul tersebut saya bisa menganalisis lebih jauh dari
dampak PHK paksa/ Quiet Firing ini sebagaimana langkah-langkah pemerintah yang akan mengatasi atas
problematika tersebut atas kebijakan-kebijakannya.

Rumusan masalah: langkah pemerintah dalam menanggulangi Sistem Quiet Firing

Pertanyaan penelitian: Apakah langkah-langkah pemerintah terhadap Sistem Quiet Firing?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 12 https://sdgs.un.org/goals/goal12


https://sdgs.un.org/goals/goal12

Il. Metode

Metode Kualitatif Empiris digunakan untuk mengumpulkan data dan melakukan survei guna mencari
kebenaran dalam analisis suatu kasus. Pada tahap ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk mencari
kebenaran kasus tersebut. Metode penelitian ini fokus pada teknik wawancara dan survei guna
mengumpulkan berbagai data yang relevan.[11]

Selanjutnya Tinjauan litelatur menggunakan variable-variabel dengan mencari Analisis kebijakan
peraturan/langkah-langkah dikeluarkan oleh pemerintah terkait praktik tersebut yang pertama dengan
pendekatan pada UU No 13 tahun 2003 ke-dua PP No.35 tahun 2021 kemudian yang Ke-tiga PERMEN
No.23 tahun 2021 KEP150/MEN/2000 untuk mengatasi praktik "quiet firing", seperti undang-undang
ketenagakerjaan atau kebijakan dari kementerian terkait.[12]

111. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.
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2. Pengumpulan Data

Mengumpulkan Data Primer dan

Sekunder
3. Pengolahan dan Analisis Data
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5. Dan Lain-lain

Gambar 1. Jadwal penelitian
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